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BAB 1
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

A. Pengenalan DBD

1. Definisi dan Karakteristik DBD

Dengue Fever (DBD) merupakan penyakit menular
yang disebabkan oleh empat serotipe virus dengue yang
berbeda, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 (Yung
et al., 2015). Penyakit ini dapat memanifestasikan diri dalam
beberapa bentuk, termasuk demam dengue ringan hingga
bentuk yang lebih parah seperti demam berdarah dan syok
dengue. Penyakit ini tersebar luas di berbagai wilayah tropis

dan subtropis di dunia (Kularatne and Dalugama, 2022).

Karakteristik DBD (Hussain ez al., 2018; Wanti et al.,
2019); (WHO, 2009):

a. Gigitan Nyamuk Pembawa:

DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan
Aedes albopictus yang bertindak sebagai vektor.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian DBD 1



Nyamuk ini aktif menggigit pada pagi dan sore hari,

meninggalkan lubang kecil sebagai bekas gigitan.
Empat Serotipe Virus:

Penyakit ini disebabkan oleh empat serotipe virus
yang berbeda, sehingga seseorang dapat mengalami

lebih dari satu infeksi sepanjang hidupnya.
Gejala Umum

Demam tinggi, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan
ruam adalah gejala umum yang muncul pada fase
awal penyakit. Pada beberapa kasus, gejala dapat
berkembang menjadi bentuk yang lebih parah, seperti

perdarahan dan syok.
Dua Bentuk Penyakit:

Demam Dengue: Bentuk ringan dari penyakit ini

dengan gejala umum seperti demam dan nyeri tubuh.

Demam Berdarah: Bentuk yang lebih parah dengan
gejala tambahan, seperti perdarahan, penurunan

jumlah trombosit, dan kerusakan organ.
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e. Pentingnya Diagnosis Dini:

Diagnosis dini sangat penting untuk mengidentifikasi
dan mengelola kasus DBD dengan tepat waktu.
Pemeriksaan darah dan tes laboratorium lainnya

digunakan untuk mengonfirmasi diagnosis.
f.  Pencegahan Melalui Pengendalian Nyamuk:

Pencegahan utama melibatkan kontrol populasi
nyamuk Aedes, termasuk penghapusan tempat
perindukan nyamuk dan penggunaan insektisida.
Tindakan pribadi, seperti menggunakan kelambu dan
repelan, juga dapat membantu mencegah gigitan

nyamuk.
g. Dampak Global:

DBD memiliki dampak signifikan terutama di negara-
negara dengan iklim tropis dan subtropis,
menyebabkan beban kesehatan masyarakat yang

besar.
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2. Penyebaran dan Faktor Penyebab

Penyebaran Geografis

Dengue Fever (DBD) memiliki distribusi geografis
yang luas, terutama tersebar di daerah tropis dan subtropis
di seluruh dunia. Daerah dengan suhu yang tinggi dan
kelembaban, seperti di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan
beberapa bagian Timur Tengah, menjadi tempat utama
penyebaran penyakit ini (Murray, Quam and Wilder-Smith,
2013).

Peran Nyamuk Vektor

Penyebaran DBD terkait erat dengan peran dua jenis
nyamuk vektor, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
Nyamuk ini umumnya berkembang biak di sekitar
permukiman manusia, dengan tempat perindukan mereka
ditemukan di bak mandi, ember, dan objek lain yang dapat

menampung air hujan (Yulianti and Hidayani, 2022).
Perjalanan Internasional dan Mobilitas Manusia

Selain penularan lokal, penyebaran DBD juga dapat
terjadi melalui perjalanan internasional. Seseorang yang
terinfeksi di satu wilayah dapat membawa virus dan

nyamuk vektor ke wilayah lain melalui perjalanan.
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Mobilitas manusia, seperti migrasi penduduk dan
perjalanan wisata, juga dapat mempercepat penyebaran

virus dengue (Lu ez al., 2021).
Pengaruh Kondisi Iklim

Kondisi iklim memainkan peran penting dalam
penyebaran DBD. Suhu tinggi dan curah hujan yang cukup
menciptakan lingkungan yang mendukung reproduksi dan
perkembangbiakan nyamuk vektor, meningkatkan risiko

penularan penyakit (Ahmed et al., 2019).
Faktor Penyebab Dengue Fever (DBD)
Virus Dengue:

Penyebab utama DBD adalah empat serotipe virus
dengue, yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi
oleh satu serotipe memberikan kekebalan seumur hidup
terhadap serotipe tersebut, tetapi tidak memberikan

perlindungan terhadap serotipe lainnya (Gubler, 1998).
Peran Nyamuk Vektor:

Aedes aegypti dan Aedes albopictus bertindak sebagai

vektor utama dalam penularan virus dengue. Mereka
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menularkan virus saat menggigit manusia untuk

mendapatkan darah.
Tempat Perindukan Nyamuk:

Tempat-tempat seperti bak mandi, ember, dan ban
bekas yang dapat menampung air menjadi tempat
perindukan yang ideal bagi nyamuk vektor. Penghapusan
atau pengelolaan tempat-tempat ini menjadi strategi penting
dalam pengendalian DBD (Whitehorn et al., 2015).

Faktor Lingkungan:

Lingkungan perkotaan yang padat penduduk dan
kurangnya sanitasi yang baik menciptakan kondisi yang
mendukung reproduksi nyamuk vektor. Faktor-faktor ini
berkontribusi pada penyebaran DBD di daerah perkotaan
(Kolimenakis et al., 2021).

Ketidakmampuan Pencegahan Gigitan Nyamuk:

Ketidakmampuan seseorang untuk mencegah gigitan
nyamuk, baik karena keterbatasan akses terhadap
perlindungan pribadi atau kesadaran yang rendah, dapat

meningkatkan risiko penularan DBD (Elsinga et al., 2018).
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Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat:

Kurangnya pengetahuan tentang pencegahan DBD
dan  tindakan  pencegahan  dapat menyebabkan
ketidakmampuan masyarakat dalam melindungi diri
mereka sendiri. Edukasi masyarakat menjadi kunci dalam
mengurangi risiko penyebaran penyakit ini (Hossain et al.,
2021).

Perubahan Iklim:

Perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu global,
dapat mempengaruhi penyebaran nyamuk vektor dan
menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi
perkembangbiakan mereka, sehingga meningkatkan risiko
DBD (Bhatia et al., 2022).

3. Dampak DBD terhadap Masyarakat

Dengue Fever (DBD) memiliki dampak yang
signifikan terhadap masyarakat, baik dari segi kesehatan
maupun aspek sosial dan ekonomi (Torres and Castro,
2007; Ladner et al, 2017; Laserna et al., 2018). Berikut
adalah jabaran dampak DBD terhadap masyarakat:
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Dampak kesehatan

DBD menyebabkan beban kesehatan yang
substansial, terutama di daerah dengan penyebaran
yang luas. Tingginya angka kesakitan dan jumlah
kunjungan ke fasilitas kesehatan dapat mengganggu
sistem perawatan kesehatan. Bentuk parah dari DBD,
seperti demam berdarah dan syok dengue, dapat
menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi.
Kematian akibat DBD dapat terjadi jika penyakit
tidak ditangani dengan cepat dan efektif.

Dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat

Individu yang terinfeksi DBD  mengalami
ketidaknyamanan dan penderitaan yang signifikan
selama periode penyakit. Hal ini juga dapat
memberikan beban emosional pada keluarga dan
masyarakat. DBD dapat menyebabkan absensi
sekolah pada anak-anak dan absensi kerja pada orang
dewasa, Dberdampak pada produktivitas dan

perkembangan ekonomi suatu daerah.
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c. Dampak ekonomi

Biaya Perawatan: Pengobatan DBD memerlukan
biaya perawatan yang tinggi, baik untuk pemeriksaan
medis, obat-obatan, maupun perawatan di fasilitas
kesehatan. Hal ini dapat memberikan tekanan
ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Kehilangan
Produktivitas: Penderita DBD yang mengalami sakit
berat atau komplikasi seringkali mengalami
penurunan produktivitas, baik dalam konteks

pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.
d. Dampak psikologis

Ketakutan  dan  Kecemasan: @ DBD  dapat
menimbulkan ketakutan dan kecemasan di antara
masyarakat, terutama jika terjadi wabah. Kecemasan
ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental individu

dan masyarakat secara keseluruhan.
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B. Pengendalian Dengue di Indonesia

Kementerian Kesehatan Indonesia telah membangun
program-program yang dilaksanakan secara berjenjang, dari
tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan
kecamatan yang bertujuan untuk mengendallikan dan
mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di
Indonesia. Program-program tersebut antara lain seperti
surveilans epidemiologi, pengendalian vektor, promosi
kesehatan masyarakat, pelatihan, dan penelitian. Program
pengendalian vetor merupakan program terbaik untuk

mengurangi penularan penyakit ini.

Program pengendalian DBD dimulai setelah virus
dengue pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu pada
tahun 1968, dimana belum ada vaksin dan antivirus untuk
penyakit ini. Pada tahun 1970-an, strategi pengendalian
vektor DBD “pemadam kebakaran” karena dilakukan
dengan cara penyemprotan perifokal pada area dalam
radius 100-meter dari rumah orang yang positif DBD, dan
juga adanya strategi edukasi kesehatan dan penanganan
kasus. Strategi penyemprotan perifokal dilakukan hanya
ketika wabah sedang berlangsung yang menargetkan

nyamuk dewasa. Strategi edukasi kesehatan dilakukan
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dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai sektor
yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat.
Strategi penanganan kasus dilakukan di fasilitas kesehatan
untuk mencegah kematian akibat DBD seperti adanya
diagnosis, tes laboratorium, dan penanganan medis

(Kusriastuti and Sutomo, 2005).

Pada tahun 1980-an, penggunaan larvasida
diimplementasikan dalam skala besar untuk melengkapi
metode penyemprotan perifokal. Program ini telah
dimodifikasi selama periode tahun 1986-1999 menjadi
larvasida selektif, yang hanya diterapkan di kota-kota yang
memiliki kasus DBD selama tiga tahun berturut-turut untuk
menghindari pengembangan nyamuk. Untuk memperkuat
larvasida selektif, dilengkapi dengan dua siklus fogging di
desa-desa dengan prevalensi kasus DBD yang tinggi pada
tahun 1990-1991 (Kusriastuti and Sutomo, 2005).

Pada tahun 1992, Kementrian Kesehatan memulai
program yang disebut 3M, yaitu menutup, menguras, dan
mengubur. Program tersebut meliputi hal-hal seperti
menutup wadah air, membersihkan wadah air, dan
mengubur wadah-wadah bekas yang berpotensi sebagai

pengembangan nyamuk DBD. Program tersebut kemudian
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mengalami pengembangan menjadi program 3M Plus, yang
merupakan kegiatan khusus untuk mengurangi tempat
berkembang biak nyamuk dan mengedukasi masyarakat
tentang perilaku pencegahan. Program 3M dilaksanakan
bersamaan dengan program yang disebut Juru Pemantau
Jentik (Jumantik). Program jumantik merupakan sebuah
program berbasis masyarakat yang dilakukan pada tingkat
desa dan biasanya dibantu oleh kader-kader jumantik untuk
memantau dan mendukung kegiatan pembersihan wilayah.
Kader pemantauan jentik memiliki tanggung jawab untuk
melakukan kunjungan door to door yang bertujuan untuk
memeriksa keberadaan larva di rumah warga dan
memberikan edukasi kesehatan (Kusriastuti and Sutomo,
2005).

Pada tahun 2004, pemerintah memperkenalkan
program yang disebut dengan Communication for Behavioral
Impact (COMBI) sebagai salah satu pendekatan
pengendalian DBD (Rakhmani, Zuhriyah and Nugraha,
2021). Program COMBI diperkenalkan pada saat kegiatan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Tiga tahun
kemudian, COMBI digabungkan dengan PSN untuk

memperkuat program dan mendorong partisipasi
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masyarakat di dalamnya. Pada tahun 2015, pemerintah
kembali memperkenalkan program Satu Rumah Satu
Jumantik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam
pengendalian DBD untuk melengkapi program Jumantik
yang telah berjalan sebelumnya. Program ini mengharuskan
setiap rumah untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pemantauan keberadaan jentik di masing-masing rumah

dengan menerapkan program 3M.

Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menanggapi
keluarnya pedoman WHO dengan memperkuat sistem
pengendalian dan pencegahan yang telah dibangun
sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target
WHO yaitu mengurangi angka kematian DBD hingga 50%.
Pemerintah tidak hanya memperkuat pengendalian vektor,
tetapi juga mulai fokus pada rumah sakit, sistem surveilans,
dan sistem peringatan dini serta mendorong penelitian yang
bertujuan untuk memberikan masukan tentang kebijakan

pengendalian DBD di Indonesia (Sulistyawati, 2022).
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BAB Il
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya jangka panjang
dengan tindakan nyata dan berkelanjutan yang diambil
untuk memberdayakan masyarakat (Hamid, 2018a).
Pemberdayaan adalah proses yang sangat efisien untuk
membawa masyarakat ke kondisi kehidupan yang lebih
baik (Endah, 2020). Sumber lain menjelaskan bahwa
pemberdayaan masyarakat adalah membangun jaringan
dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam

sebuah kegiatan (Irmawati, 2019).

Pemberdayaan  merupakan konsep  membuat
masyarakat bertanggung jawab atas cara mereka bekerja.
Pemberdayaan berhasil jika dilakukan secara terstruktur
dengan pengusaha, pemimpin, dan kelompok masyarakat
dengan membangun kolaborasi yang tepat. Pemberdayaan
menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan

tujuan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka
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lapangan pekerjaan, memperbaiki tata pemerintah daerah,
dan menciptakan sumber daya untuk kelompok yang rentan
(Narutomo, 2014).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai suatu
proses dimana masyarakat mendapatkan kontrol yang lebih
besar atas keputusan dan tindakan yang dapat
mempengaruhi  kesehatan  masyarakat, = melindungi
kelompok rentan, dan meningkatkan kondisi sosial dan
ekonomi. Sedangkan menurut Pemerintah Republik
Indonesia dan United Nations International Children’s
Emergency Funds menyatakan bahwa pemberdayaan
masyarakat adalah sebuah wupaya dengan melakukan
berbagai cara untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat agar dapat mengidentifikasi,
merencanakan dan memecahkan masalah secara mandiri
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di
wilayahnya seperti yang disediakan oleh instansi, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), atau tokoh masyarakat yang
dianggap penting di daerah tersebut (Sulaeman, Murti and
Waryana, 2015a).
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Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang
berpadu secara bersama untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat tersebut. Keberdayaan masyarakat itu sendiri
merupakan sebuah elemen yang dapat membuat
masyarakat bertahan yang dapat diartikan juga sebagai
pengembangan diri dan pencapaian kemajuan (Lesnussa,
2019a).

Pemberdayaan masyarakat dianggap sangat penting
karena merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan
kelompok-kelompok yang dianggap rentan/lemah terhadap
kemiskinan untuk memiliki kapasitas dan kekuatan menjadi
kelompok yang lebih maju dan bebas dari berbagai
keterbelakangan, sehingga masyarakat tersebut menjadi
lebih maju, mandiri, dan dapat memenuhi segala
kebutuhannya (Haris, 2014). Tujuan utama pemberdayaan
yaitu untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama
pada kelompok rentan yang tidak memiliki daya karena
kondisi internal (persepsi) atau kondisi eksternal (struktur

sosial yang tidak berlaku secara adil) (Hamid, 2018b).
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Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
adalah proses budaya, psikologis dan politik dimana
personal dan grup sosial bisa mengidentifikasi kebutuhan
mereka, memberikan kepedulian, dan mengembangkan
strategi untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait
pemenuhan kebutuhan masyarakat; WHO dalam (Sukesi,
Supriyati and Satoto, 2018). Sedangkan menurut Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat
di bidang kesehatan merupakan proses peningkatan
pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan, berperan aktif
dalam inisiatif kesehatan dengan memecahkan masalah
melalui pendekatan edukasi, partisipatif ~ dan
memperhatikan berbagai potensi kebutuhan dan sosial
budaya setempat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2019). Tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan adalah untuk meningkatkan  kapasitas
masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan
masalah kesehatan yang membantu meningkatkan
kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Sulaeman, Murti
and Waryana, 2015b).
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Pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan
ditegaskan oleh Piagam Ottawa yang menyatakan bahwa
masyarakat wajib berpartisipasi karena merupakan kunci
utama. Pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan
ke-7 juga menekankan pentingnya pemberdayaan dalam
bidang kesehatan. Hal tersebut dalam dilihat dari hasil
kesepakatan konferensi tersebut yaitu membangun edukasi
kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, kemitraan dan
kolaborasi antar sektor, pemberdayaan masyarakat, serta
kesadaran dan perilaku sehat (Sulaeman, Murti and

Waryana, 2015b).

Kegiatan  pemberdayaan  kesehatan = menurut
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 lebih mengutamakan pendekatan promotif dan
preventif, seperti: 1) kesehatan ibu, bayi, dan balita, 2)
kesehatan anak usia sekolah dan remaja, 3) kesehatan usia
produktif, 4) kesehatan lansia, 5) kesehatan tempat kerja, 6)
peningkatan gizi masyarakat, 7) kesehatan lingkungan, 8)
penyakit menular dan tidak menular, 9) kesehatan
tradisional, 10) kesehatan jiwa, dan 11) kesiapsiagaan
bencana dan krisis (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2019).
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Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dilihat
sebagai upaya komprehensif membangun masyarakat
secara langsung pada tingkat kelurahan dan desa. Dalam
mempercepat proses pemberdayaan masyarakat, berbagai
sektor seperti pemerintah, kelurahan, dan desa harus
bertanggung jawab secara penuh. Pimpinan daerah
memegang peran yang sangat penting dalam membuat
berbagai kebijakan dan penyediaan sumber daya. Peran
pemberdayaan masyarakat harus berada pada pemerintah
daerah dan sub-lembaga lainnya termasuk kecamatan,
kelurahan atau desa. Institusi kesehatan masyarakat seperti
dinas/suku dinas kesehatan dan puskesmas sangat penting
dalam memberikan informasi untuk melaksanakan fungsi
penilaian, mengembangkan kebijakan masyarakat yang
sehat, dan memberi jaminan agar setiap upaya
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat berhasil

(Darmawan et al., 2012).

Program pemberdayaan masyarakat tidak akan
berhasil jika pengelolaannya tidak baik. Program
pemberdayaan yang baik harus didahului dengan
perencanaan. Dimana perencanaan tersebut harus bersifat

partisipatif dengan melibatkan semua elemen masyarakat
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terutama yang akan dijadikan sebagai sasaran. Bukan
hanya proses perencanaa saja yang melibatkan masyarakat,
tetapi proses identifikasi permasalahan juga harus
dilakukan bersama masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
dapat tercapai apabila masyarakat dilibatkan secara aktif
dan didukung oleh para pelaku pemberdayaan. Sasaran
utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang
kekurangan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk
mengakses sumber daya. Harapan proses pemberdayaan
masyarakat adalah memperbaiki perilaku dan menjadikan
masyarakat lebih mandiri dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup dan memaksimalkan sumber daya yang
dimiliki (Hamid, 2018b).

B. Komponen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut  Program  Nasional = Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) menyebutkan bahwa pemberdayaan
masyarakat terdiri dari empat komponen, diantaranya

yaitu: (Fikri and Hidayah, 2021a)
1. Peningkatan kapasitas masyarakat

Komponen dalam peningkatan kapasitas masyarakat

meliputi beberapa kegiatan yang bertujuan untuk
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meningkatkan kesadaran dan kemandirian
masyarakat. Kegiatan tersebut terdiri  dari
mengidentifikasi potensi masyarakat, masalah dan
kebutuhan, perencanaan partisipatif,
pengorganisasian,  penggunaan sumber daya,
pemantauan dan mempertahankan hasil yang dicapai.
Kegiatan tersebut memerlukan hal-hal seperti sumber
daya pendukung, pengembangan relawan, dukungan
dan fasilitator operasional masyarakat, peningkatan

kapasitas, mediasi dan advokasi.
2. Bantuan langsung masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat merupakan
swadaya masyarakat yang membantu mendanai
berbagai kegiatan yang disediakan masyarakat.
Pembiayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan daerah

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan daerah merupakan

beberapa kegiatan yang membantu membangun
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kapasitas pemerintah daerah dan pemangku
penetingan lokal. Hal tersebut bertujuan untuk
menciptakan kondisi dan sinergi positif yang
memungkinkan kelompok-kelompok yang kurang
beruntung untuk menjalani kehidupan yang lebih
bermartabat. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
yaitu dengan pelatihan, kunjungan lapangan,

seminar, dan lokal karya.
Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Bagian bantuan pengelolaan dan pengembangan
program mencakup serangkaian kegiatan yang
membantu  pemerintah dan kelompok untuk
mengelola kegiatan seperti penyediaan konsultasi
bisnis, kontrol kualitas, evaluasi, dan pengembangan

program.
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Terdapat tujuh komponen pemberdayaan masyarakat
yang ditentukan Kementerian  Kesehatan, yaitu

diantaranya: (Darmawan et al., 2012)
1. Adanya tokoh masyarakat dan kader kesehatan

2. Adanya organisasi masyarakat termasuk Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3. Ketersediaan dana publik

4. Ketersediaan fasilitas dan bahan umu
5. Pengetahuan Masyarakat

6. Ketersediaan teknologi komunitas

7. Pengambilan keputusan masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari

tiga sisi, yaitu diantaranya : (Firmansyah, 2012)

1. Enabling, yaitu upaya harus mampu menciptakan
suasana atau iklim yang dapat memajukan atau

berkembangnya masyarakat
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2. Empowering, vyaitu upaya yang dilakukan untuk

memperkuat sumber daya atau potensi yang dimiliki

oleh masyarakat

Protecting, yaitu pemberdayaan tersebut harus dapat

melindungi dan masyarakat yang rentan.

Proses pengukuran pemberdayaan masyarakat

didasarkan pada empat prinsip, yaitu sebagai berikut :
(Fikri and Hidayah, 2021b)

1.
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Partisipatif

Yang dimaksud dengan keterlibatan adalah proses
pemberdayaan yang harus dilaksanakan secara
demokratis dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan

masyarakat.
Transparasi

Yang dimaksud dengan transparasi adalah adanya
keterbukaan di antara para stakeholders yang terlibat.

Keterlibatan itu harus mencakup semua kegiatan,
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yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi.
3. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah rencana
kapasitas yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan.
4. Manfaat bersama

Yang dimaksud dengan manfaat bersama adalah
sebuah proses pemberdayaan yang hasilnya dapat
memberikan berbagai manfaat untuk pembangunan
masyarakat sehingga terwujudnya tujuan

pembangunan nasional.

C. Metode Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat

Mengukur pemberdayaan masyarakat melibatkan
kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif yang mencakup
aspek-aspek seperti pengetahuan, Kketerlibatan, dan
perubahan perilaku. Berikut adalah beberapa metode

pengukuran pemberdayaan masyarakat:
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Survei Pengetahuan dan Sikap: Survei struktured
digunakan untuk mengumpulkan data mengenai
pengetahuan masyarakat tentang DBD, pemahaman
tentang faktor risiko, dan sikap terhadap upaya

pencegahan.

Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam
dengan anggota masyarakat atau kelompok
masyarakat tertentu untuk mendapatkan pemahaman
lebih mendalam tentang pandangan mereka terkait
DBD, serta tingkat keterlibatan dan keikutsertaan

mereka dalam upaya pencegahan.

Kelompok Diskusi Fokus: Mengorganisir kelompok
diskusi fokus dengan anggota masyarakat untuk
mendiskusikan isu-isu terkait DBD, identifikasi
potensi solusi, dan mengukur tingkat partisipasi dan

kontribusi masyarakat.

Observasi Partisipatif: Observasi langsung oleh
peneliti atau fasilitator program pencegahan DBD
yang melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat.
Metode ini membantu mengukur sejauh mana
masyarakat terlibat dalam tindakan pencegahan

sehari-hari.
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5. Analisis Jaringan Sosial: Mengidentifikasi dan
menganalisis jaringan sosial di dalam masyarakat,
termasuk koneksi dan hubungan antarindividu dan
kelompok yang dapat mendukung program

pencegahan DBD.

6. Pendekatan Indeks Pemberdayaan Masyarakat:
Membangun indeks pemberdayaan masyarakat yang
mencakup indikator-indikator seperti pengetahuan,
keterlibatan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat.
Indeks ini dapat memberikan gambaran keseluruhan

tentang tingkat pemberdayaan masyarakat.

7. Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif: Melibatkan
masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi
program pencegahan DBD. Ini mencakup identifikasi
indikator kinerja, pengumpulan data, dan analisis

hasil bersama-sama.

8. Analisis Perubahan Perilaku: Mengamati dan
mengukur perubahan perilaku masyarakat terkait
praktik-praktik pencegahan DBD, seperti penggunaan
kelambu, penghapusan tempat perindukan nyamuk,

dan praktik kebersihan.
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BAB IlI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN DBD

A. Sejarah Singkat

Pemberdayaan masyarakat pertama kali
dikembangkan pada tahun 1970 oleh Chambers.
Perkembangan pertama kali yaitu dengan metode Rapid
Rural Appraisal (RRA), tetapi menuai banyak kritik
sehingga pada tahun 1980 dikembangkan lagi menjadi
participatory rural appraisal (PRA). Metode PRA ini
merupakan metode yang fasilitator nya dijadikan sebagai
pthak luar dan masyarakat sebagai pelaksananya. Namun,
metode ini hanya kegiatan analisis situasi awal dan belum
ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dari itu,
dilakukannya pengembangan lagi pada tahun 7995 yaitu
participatory learning and action (PLA). Metode ini mencakup
beberapa kegiatan seperti pembentukan tim, perencanaan
kegiatan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Akan

tetapi fasilitatornya merupakan pihak luar yang
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bekerjasama dengan masyarakat setempat (Trapsilowati et
al., 2015a).

Metode setelah PLA yaitu metode communication for
behavioural impact (COMBI), yang merupakan sebuah
metode mobilisasi masyarakat yang mencakup hal-hal
seperti pendidikan kesehatan, komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE), teknik pemasaran sosial dan mobilisasi
masyarakat yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Hal
ini didasarkan pada perubahan pengetahuan, sikap, dan
perilaku masyarakat. Metode COMBI banyak digunakan
untuk pemberdayaan pengendalian Demam Berdarah

Dengue (DBD) (Trapsilowati ez al., 2015a).

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah
satu masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat
di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk
Aedes aegypti betina yang mengandung virus dengue yang
termasuk dalam kelompok Arbovirus. Seluruh masyarakat
harus dilibatkan dalam pengendalian DBD termasuk
pemerintah, karena dampak yang paling serius dari

penyakit ini adalah kematian (Sari ez al., 2022).
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Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengatur
upaya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue
(DBD) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 92 tahun 1994 yang menjelaskan bahwa
upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue dititik
beratkan pada wupaya pencegahan dengan program
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Selain itu,
penanganan pasien DBD juga harus dilakukan dengan
penguatan sistem dan sumber daya kesehatan karena belum
adanya obat untuk mencegah demam berdarah dengue,
sehingga cara yang paling penting untuk mengendalikan
demam berdarah dengue adalah dengan mengendalikan
vektor penyakitnya yaitu Aedes aegypti (Ariyanto,
Komariyah and Juliadi, 2019a).

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 14 menyebutkan
bahwa pengendalian vektor dan binatang penyakit dapat
dilakukan dengan cara bekerja sama dengan kader
kesehatan yang telah terlatih atau anggota keluarga itu
sendiri dalam wilayah rumah tangga. Hal tersebut dapat
disebut dengan pengendalian suatu penyakit menggunakan

konsep pemberdayaan yang didukung oleh tenaga
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kesehatan setempat. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam
pemberdayaan pengendalian penyakit tersebut yaitu: 1)
mengamati vektor dan binatang yang dapat membawa
penyakit, 2) mengamati tempat yang dijadikan untuk
berkembang biak, 3) mengamati lingkungan, 4) larvasida, 5)
melakukan pengendalian menggunakan metode fisik, kimia
dan biologi, 6) memperhatikan dan melakukan kegiatan
yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan (Sukesi,

Supriyati and Satoto, 2018).

Pengendalian DBD tidak dapat diselesaikan jika
hanya dilakukan oleh pemerintah saja, maka dari itu
diperlukannya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat
dilibatkan sedari awal seperti menentukan akar masalah
tentang DBD, menentukan program yang memungkinkan
dilakukan sampai dengan tahap akhir seperti proses
monitoring dan evaluasi program (Sukesi, Supriyati and
Satoto, 2018). Peran masyarakat sangat penting untuk
keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD. Oleh
karena itu, masyarakat harus lebih sadar akan adanya
program-program  pemberdayaan  masyarakat  yang
berkaitan dengan DBD (Wanti, Maran and Adoe, 2019).
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Pemberdayaan masyarakat dalam penyakit DBD
yaitu seperti program promosi kesehatan tentang demam
berdarah dengue kepada kelompok sasaran, membentuk
kader lingkungan yang Dbertanggung jawab atas
pemberantasan sarang nyamuk (PSN), penanaman
tanaman yang berfungsi sebagai repellant, monitoring dan
evaluasi, serta penyediaan media leaflet dalam melakukan
kegiatan edukasi kepada masyarakat. Secara umum
pemberdayaan masyarakat baik secara nasional maupun
internasional memiliki pola yang sama yaitu kembangkan
pemahaman masyarakat terlebth dahulu sebelum
memberikan  pelatthan pencegahan DBD  kepada
masyarakat (Putri and Hestiningsih, 2021). Pemberdayaan
masyarakat dalam penanggulangan DBD juga dapat
dilakukan melalui membentuk sukarelawan untuk bertugas
dalam pemeriksaan jentik secara berkala atau yang biasa
disebut dengan Juru Pemantauan Jentik (Jumantik).
Biasanya, jumantik adalah orang yang dipilith dari
kelompok masyarakat itu sendiri (Sukesi, Supriyati and
Satoto, 2018).
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Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) merupakan
salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk
mengurangi populasi nyamuk dengan cara mengendalikan
jentik nyamuk. Kegiatan PSN ini dilakukan karena
kegiatan fogging dianggap kurang efektif karena hanya
dapat membunuh sebagian nyamuk dewasa, sedangkan
jentik nyamuk masih dapat berkembang biak. Program
PSN ini dapat dilakukan dengan cara kimia, biologi, dan
fisik (Listyorini, 2016).

Pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan
program 3M Plus diantaranya melakukan hal-hal seperti :
1) menguras, 2) menutup tempat penampungan air, 3)
mendaur ulang atau pemanfaatan kembali barang-barang
bekas, 4) plus : menaburkan bubuk larvasida pembasmi
jentik, memelihara ikan pemakan jentik, mengganti air
dalam pot atau vas bunga, dan lain sebagainya (Ariyanto,

Komariyah and Juliadi, 2019b).

Pengendalian vektor merupakan salah satu upaya
pengendalian penyakit DBD. Program pengendalian vektor
akan lebih Dberhasil jika mengetahui tempat-tempat
berkembangnya nyamuk Aedes agypti. Tempat tersebut

harus dipantau secara terus-menerus dan didukung oleh
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kegiatan pengawasan yang baik. Strategi pengendalian
dilakukan dengan melakukan surveilans kesehatan berbasis
masyarakat untuk mengamati atau memantau masalah
kesehatan dan faktor yang mempengaruhi dengan cara
meningkatan pengetahuan masyarakat dan memusnahkan
tempat yang dijadikan sebagai perkembangbiakan nyamuk.
Salah satu program pengendalian vektor DBD yang
dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pertisipasi
masyarakat yaitu program “Gerakan Satu Rumah Satu
Jumantik”. Program tersebut dilakukan oleh salah stau
anggota keluarga dengan cara melakukan pemantauan dan
pencatatan keberadaan jentik di rumah atau lingkungan
serta melaporkan apabila ada yang terinfeksi DBD (Astuti
etal., 2021).

Kegiatan  pemberdayaan  pemeriksaan  jentik
dilakukan oleh kader-kader jumantik. Kader jumantik
merupakan kelompok kerja yang berkegiatan memberantas
penyakit DBD di tingkat desa dalam wadah Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang asalnya dari
masyarakat itu sendiri secara sukarela membantu dalam
pemantauan jentik nyamuk Aedes aegypti. Kader jumantik

juga bertugas untuk memberikan edukasi kesehatan atau
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promosi kesehatan kepada masyarakat, mencatat dan
pencatatan dan pelaporan KLB DBD, pelaksanaan PSN,
dan pemberantasan penyakit DBD seperti pemberian bubuk

larvasida, dan ikan pemakan jentik (Susianti, 2019).

Promosi kesehatan merupakan sebuah kegiatan yang
dilakukan untuk mengubah perilaku dan gaya hidup
masyarakat agar adanya perubahan perilaku dan kualitas
hidup yang lebih baik (Trapsilowati et al., 2015b). Promosi
kesehatan bertujuan untuk mensosialisasikan program
kesehatan untuk mencapai masyarakat yang lebih
berbudaya seperti hidup bersih dan sehat serta ikut
berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan
kesehatan. Promosi kesehatan biasanya dilakukan dengan
menggunakan media, yang merupakan sarana atau upaya
untuk menampilkan pesan dan informasi yang disampaikan
dengan tujuan agar sasaran yang dituju dapat menambah
pengetahuannya dan merubah perilakunya menjadi lebih
positif. Media promosi kesehatan dapat ditampilkan
melalui media cetak, elektronik (komputer, TV, radio, dan
lain sebagainya), serta media luar ruangan (Setyabudi and
Dewi, 2017).
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B.

Mengukur Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF menyatakan bahwa skala keberhasilan

pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima komponen,

yaitu : (Lesnussa, 2019b)

1.
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Kesejahteraan

Tolak ukur kesejahteraan adalah tingkat penyediaan
untuk kebaikan bersama yang diukur dengan
pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan,

pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Akses

Tolak ukur akses adalah kesetaraan dalam mencapai
akses ke sumber daya dan penggunaan sumber daya
yang dihasilkan. Kurangnya akses dapat menghambat
peningkatan kesejahteraan. Sumber daya dapat
berupa waktu, tenaga, tanah, kredit, informasi,

keterampilan, dan lain-lain.
Kesadaran kritis

Kesenjangan yang muncul dapat disebabkan oleh
diskriminasi oleh institusi tingkat yang lebih tinggi.

Pemberdayaan masyarakat dalam tolak ukur ini
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berupa persepsi masyarakat yang berupa bentukan

dari sosial sehingga masyarakat perlu mengubahnya
4. Partisipasi

Tolak ukur ini adalah keterlibatan masyarakat dalam
berbagai lembaga kemasyarakatan. Ini berarti bahwa
masyarakat harus berpartisipasi dan berkontribusi
dalam proses pengambilan keputusan. Ketika
masyarakat berpartisipasi maka masalah dan

kekhawatiran mereka tidak diabaikan.
5. Kontrol

Tolak ukur ini berarti bahwa masyarakat perlu
berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya lokal
mereka. Masyarakat bisa mendapatkan semua hak

dengan segala sumber daya yang ada.

Pemberdayaan masyarakat harus mencakup berbagai
peluang yang ada di masyarakat dan memasukkan
beberapa unsur potensi, seperti : (Fikri and Hidayah,
2021b)

1. Peranan pemerintah : pemerintah memainkan peran

yang sangat penting yaitu seperti membangun
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partisipasi, menciptakan instrument, dan mekanisme

regulasi untuk mendukung masyarakat

Organisasi kemasyarakatan di luar masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal dan

nasional

Koperasi sebagai wadah perekonomian nasional

untuk mendirikan perusahaan yang sesuai

Kelompok rentan membutuhkan mentor untuk
memantau dan membimbing keterbatasan mereka

dalam pengembangan diri dan kelompok

Pemberdayaan harus tercermin dalam proses

perencanaan pembangunan nasional

Kelembagaan masyarakat yang berasal dari
masyarakat  itu  sendiri, seperti  organisasi

kepemudaan, PKK, dan BPD

Keterlibatan masyarakat diyakini dapat membimbing

kelompok rentan dengan lebih baik.
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan menyebutkan bahwa ada beberapa tahap dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu : (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

1.

Mengenal kondisi suatu wilayah

Tahap ini merupakan tahap yang mengkaji hal-hal
seperti profil wilayah, permasalah kesehatan pada
suatu wilayah, dan lain lainnya yang dilakukan oleh
masyarakat dengan bantuan dari pemerintah atau

kader wilayah.
Survei mawas diri

Tahap ini merupakan tahapan untuk mengetahui hal-
hal berikut : a) apa saja permasalahan kesehatan yang
ada di wilayah tersebut serta urutan prioritasnya,
b) menganalisis faktor yang menjadi penyebab
permasalahan kesehatan seperti perilaku masyarakat
yang dapat berisiko, faktor lingkungan, serta
kebijakan-kebijakan yang ada, ¢) mengetahui potensi
yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi

permasalahan kesehatan di wilayah tersebut. Pada
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tahap ini dapat dilakukan dengan alat yang disiapkan
oleh masyarakat, eksekutif, dan pemerintahan serta

didukung oleh petugas kesehatan setempat.
Musyawarah masyarakat

Tahap ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk :
a) memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait
program kesehatan dan hasil dari suvei mawas diri,
b) menyepakati prioritas utama permasalahan
kesehatan yang akan ditangani di wilayah tersebut,
c¢) menyepakati kegiatan apa yang akan dilakukan
untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut,
d) memetakan data dan informasi yang dapat menjadi
potensi dan sumber daya di wilayah tersebut, dan
e) mengajak masyarakat untuk perpartisipasi dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Perencanaan partisipatif

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk:
a) mengaktifkan  kembali  kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan,
b) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

kegiatan pemberdayaan masyarakat, c) anggaran,
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jadwal, tujuan, dan personil untuk kegiatan

perencanaan
5. Pelaksanaan kegiatan

Tahap ini dilakukan untuk kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui pencatatan dan pelaporan.
6. Pembinaan kelestarian

Tahap in merupakan tahap yang dilakukan dengan
cara: a) pertemuan yang dilakukan secara rutin, b)
orientasi kader, c) sosialisasi, d) pengembangan

peraturan daerah, dan e) evaluasi.

Dalam pengukuran pemberdayaan masyarakat harus
terdapat strategi agar terciptanya keberhasilan kegiatan.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan menyebutkan beberapa strategi dalam
pemberdayaan masyarakat, diantaranya seperti berikut :
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat untuk mengenali dan mengatasi masalah

kesehatan pada wilayah tersebut
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2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui

mobilisasi masyarakat
3. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat

4. Memperkuat dan meningkatkan advokasi kepada

kelompok kepentingan

5. Peningkatan kemitraan dan partisipasi antar sektor,
lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan

sektor swasta

6. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya

berbasis kearifan lokal

7. Mengintegrasikan program, kegiatan, dan
kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang ada ke

dalam kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Selain itu mengukur pemberdayaan masyarakat
dalam pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)
melibatkan penilaian berbagai aspek yang mencakup
pengetahuan, keterlibatan, dan kapasitas masyarakat untuk
berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian

penyakit. Berikut adalah beberapa langkah dan indikator
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yang dapat digunakan untuk mengukur pemberdayaan

masyarakat dalam konteks DBD:

1. Pengetahuan masyarakat, dengan indicator

Tingkat pengetahuan tentang penyebab, gejala,

dan cara penularan DBD.

Pemahaman tentang peran nyamuk vektor
(Aedes aegypti dan Aedes albopictus) dalam
penyebaran penyakit.

Kesadaran terhadap langkah-langkah
pencegahan, seperti penghapusan tempat

perindukan nyamuk.

2. Keterlibatan masyarakat, dengan indikator

Tingkat partisipasi dalam program

pemberantasan sarang nyamuk di masyarakat.

Aktivitas sukarela dalam penyuluhan dan

kampanye pencegahan DBD.

Keterlibatan dalam inisiatif bersama antara
masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-

pemerintah.
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Keikutsertaan dalam Program Pemberdayaan,

dengan indikator

Aktivitas partisipatif dalam kelompok-kelompok
komunitas yang fokus pada pencegahan DBD.

Keterlibatan dalam pelatihan dan workshop

tentang pencegahan DBD.

Peningkatan  keterampilan dan  kapasitas

masyarakat dalam tindakan pencegahan.

Praktek-praktek pencegahan, dengan indikator

Tingkat adopsi tindakan pencegahan di rumah
tangga, seperti penggunaan kelambu,
penghapusan tempat perindukan nyamuk, dan

penggunaan repelan.

Penerapan praktik kebersihan lingkungan untuk

mengurangi risiko penyebaran nyamuk.

Pengaruh Masyarakat Terhadap Keputusan, dengan

indikator

Kemampuan masyarakat untuk memengaruhi

kebijakan pemerintah terkait pengendalian DBD.
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» Tingkat partisipasi dalam forum atau pertemuan

masyarakat terkait pengendalian DBD.

6. Kemampuan masyarakat untuk memengaruhi
kebijakan pemerintah terkait pengendalian DBD
dengan indikator tingkat partisipasi dalam forum atau

pertemuan masyarakat terkait pengendalian DBD.

7. Pemantauan dan evaluasi diri masyarakat, dengan

indikator

= Adanya mekanisme pemantauan oleh
masyarakat terhadap implementasi program

pencegahan DBD.

= Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas

langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat.
8. Perubahan perilaku dan sikap, dengan indikator

=  Perubahan positif dalam perilaku masyarakat

terkait kebersihan dan pencegahan DBD.

= Sikap proaktif dalam mendukung inisiatif

pencegahan dan pengendalian DBD.

9. Ketahanan masyarakat terhadap perubahan, dengan

indikator kemampuan masyarakat untuk beradaptasi
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dan merespon perubahan kondisi lingkungan yang

dapat mempengarubhi risiko penularan DBD.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan
Masyarakat dalam Konteks Pengendalian DBD

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks
pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) melibatkan
serangkaian upaya untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan  partisipasi masyarakat dalam
mengurangi risiko penularan dan penyebaran penyakit
tersebut (Sayono et al., 2019). Faktor-faktor pemberdayaan
masyarakat dalam konteks pengendalian Demam Berdarah
Dengue (DBD) mencakup aspek-aspek yang melibatkan
peningkatan  pengetahuan, keterlibatan  aktif, dan

pembangunan kapasitas masyarakat (Tana et al., 2012).
1. Pengetahuan dan Pendidikan

Peningkatan kesadaran dapat dilakukan penyuluhan
dan kampanye edukasi tentang DBD untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
penyakit ini, gejalanya, dan cara penularannya. Juga

pemberian informasi yang mudah diakses, hal ini
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untuk membangun sumber informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat, seperti brosur, poster, dan
kampanye media sosial, untuk menyebarkan

informasi tentang pencegahan DBD.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Mendorong pembentukan dan keterlibatan kelompok
atau organisasi masyarakat yang fokus pada
pencegahan DBD, seperti kelompok pemberantas
sarang nyamuk. Selanjutnya juga, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan
sarang nyamuk, kampanye pembersihan lingkungan,

dan kegiatan pencegahan lainnya.
3. Pemberdayaan Ekonomi

Memberikan  pelatthan dan  bantuan  untuk
memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga,
sehingga masyarakat memiliki sumber daya untuk
melibatkan diri dalam wupaya pencegahan DBD.
Selanjutnya, = meningkatkan  pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat dapat memberikan mereka
akses lebih baik terhadap sumber daya yang
diperlukan untuk pencegahan DBD.
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Partnership dan Keterlibatan Pihak Terkait

Perlunya membangun kemitraan yang erat dengan
pemerintah lokal untuk mendukung kebijakan dan
program pencegahan DBD. Selain itu, penting
menggandeng  organisasi non-pemerintah  dan
lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung

inisiatif pencegahan dan kontrol DBD.
Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat

Menyediakan pelatihan dan program pengembangan
keterampilan untuk memperkuat kapasitas
masyarakat dalam melaksanakan tindakan
pencegahan DBD. Penting juga membangun
kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dini gejala
DBD, mengakses layanan kesehatan, dan

memberikan pertolongan pertama.
Keterlibatan Pemuda dan Generasi Muda

Melibatkan pemuda dalam program pencegahan
DBD untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan
generasi muda dalam wupaya pencegahan. Yang

kedua, menyisipkan materi pencegahan DBD dalam
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kurikulum sekolah untuk memberdayakan generasi

muda sejak dini.
7. Teknologi dan Inovasi

Menggunakan teknologi, seperti aplikasi mobile atau
platform online, untuk meningkatkan akses informasi,
pemantauan, dan pelaporan kasus DBD. Selanjutnya,
mendorong inovasi dalam metode pemberantasan
sarang nyamuk, termasuk penggunaan teknologi
canggih untuk memantau dan mengendalikan

populasi nyamuk.

D. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat pada
Pengendalian DBD

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks
pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat
menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar
program-program tersebut dapat berjalan efektif. Hambatan
ini tu bisa datang dari berbagai sektor atau komponen
masyarakat antara lain dari masyarakat atau lingkungan,
petugas kesehatan atau pemberi layanan, organisasi

kemasyarakatan. Selain itu hambatan juga bisa disebabkan
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karena pendanaan dan juga kebijakan (Nguyen-Tien,
Probandari and Ahmad, 2019).

E. Peluang Pemberdayaan Masyarakat pada

Pengendalian DBD

Menurut penelitian sebelumnya ditemukan bahwa
salah satu hal yang mempengaruhi pencegahan DBD
adalah pengetahuan masyarakat (Irya and Saragih, 2022).
Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun selama ini
pemberdayaan masyarakat seringkali gagal dengan alasan
biaya dan kurangnya dukungan, namun dengan
peningkatan edukasi kepada masyarakat diharapkan lambat
laun masyarakat akan menyadarai pentingnya keterlibatan

mereka dalam pengendalian DBD.
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Pemberdayaan
Masyarakat

Dalam Pengendalian

Buku ini merinci upaya pemberdayaan masyarakat
sebagai landasan utama dalam mengatasi ancaman
Demam Berdarah Dengue (DBD). Dengan fokus
pada partisipasi aktif dan pengetahuan komunitas,
buku ini menyajikan strategi dan praktik terbaik
untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan
bebas dari risiko DBD.

Buku ini menjabarkan tentang DBD (sebab, gejala
dan penyebab), dan pemberdayaan masyarakat
dalam pengendalian DBD serta faktor apa saja yang
mempengaruhinya. Buku ini menyasar masyarakat
umum, peneliti, mahasiswa dan praktisi yang
berkecimpung dalam dunia pengendalian DBD.
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